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ABSTRAK 

 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang telah 

mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-

hak anak melalui kewenangan absolutnya di bidang perkawinan berupa penetapan 

asal-usul anak. Kewenangan ini telah ada sejak UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak merupakan penetapan yang 

dikeluarkan oleh hakim terkait kejelasan asal usul seorang anak luar kawin yang 

menunjukkan adanya hubungan darah dengan orang tuanya. Dengan adanya 

penetapan ini, seorang anak luar kawin dapat ditetapkan sebagai anak biologis 

dari seorang ayah dan ibu. Padahal berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

1974 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.  

Seiring berjalannya waktu, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010. Putusan MK ini merupakan yudisial review terhadap Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak di luar kawin juga 

memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. 

Padahal di sisi lain, sebelum Putusan MK tersebut telah ada upaya untuk 

menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah 

biologisnya melalui penetapan asal usul anak. Maka, dengan munculnya Putusan 

MK tersebut perlu diteliti tentang ada atau tidak pengaruhnya terhadap upaya 

hakim dalam menetapkan asal usul anak luar kawin. Oleh karena itu, penulis 

merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap beberapa penetapan asal usul 

anak dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul.  

Penelitian ini menggunakan metode field research yakni penulis 

mewawancarai beberapa hakim terkait pertimbangan hukumnya dalam 

menetapkan asal usul anak sekaligus untuk mengetahui sikap mereka terhadap 

putusan MK. Selain itu, penulis juga mengadakan pengamatan terhadap beberapa 

penetapan asal usul anak di PA Bantul. Pendekatan yang digunakan ialah 

pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim PA Bantul dalam menetapkan asal usul 

anak setelah adanya putusan MK, apakah hakim mendasarkan penetapannya pada 

Putusan MK ataukah tidak.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan MK tidak banyak berpengaruh 

terhadap penetapan asal usul anak di PA Bantul. Hal tersebut dikarenakan 

hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Putusan MK kurang jelas dan 

tidak ada peraturan pelaksanaan terkait uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) ini. 

Menurut hakim PA Bantul bahwa hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah 

biologisnya hanya terbatas pada hak nafkah. Adapun terkait hak nasab, waris dan 

wali nikah kembali kepada aturan fikih. Selain itu, penetapan asal usul anak 

setelah adanya putusan MK sifatnya tidak jauh berbeda dengan penetapan yang 

ada sebelum putusan MK. Hal ini berarti putusan MK tidak menyebabkan adanya 

peningkatan upaya hukum masyarakat terhadap status anak luar kawin. Adapun 

akibat hukum dari adanya penetapan asal usul anak tersebut ialah dibuatkannya 

akta kelahiran anak atas nama ayah dan ibunya dan hak nafkah dari ayahnya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 ش

 ش

 ص

 ض

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jim 

Ḥā‟ 

Khā‟ 

Dāl 

Żāl 

Rā‟ 

Zai 

Sin 

Syin 

Ṣād 

Ḍad 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

 

ṡ 

j 

ḥ 
 

kh 

d 

 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 
 

ḍ 
 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) ka 

dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 
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 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

ِ 

 ء

ً 

Ṭā‟ 

Ẓā‟ 

„Ain 

Gain 

Fā‟ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mim 

Nūn 

Waw 

Hā‟ 

Hamzah 

Ya 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

ʻ 

Y 

te (dengan titik di bawah) 
 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 
 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

„el 

„em 

„en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 يتعدّدة

عدّةّ    

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta‟addidah 

„iddah 

 

III. Ta’marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 



x 

 

 

 حكًة

 جسية

 

ditulis 

ditulis 

 

Ḥikmah 

jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya 

b. Bila diikuti denga kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 كرايةالاونيبء

 

ditulis 

 

Karāmah al-auliyā’ 

 

c. Bila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis tatau h 

 

 زكبةانفطر

 

ditulis 

 

Zakāh al-fiṭri 

 

IV. Vokal Pendek 

 

___َ_ 

___ِ_ 

___ُ_ 

 

 

fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 

 

V. Vokal Panjang 

 

1 

 

2 

 

 Fathah + alif                    جبههية  

 

Fathah +  ya‟ mati                تُسي 

 

ditulis 

 

ditulis 

 
ā  : jāhiliyyah 

 
ā  : tansā 



xi 

 

 

3 

 

4 

 

 

Kasrah + ya‟ mati                 كريى 

 

Dammah + wawu mati      فروض

 

ditulis 

 

ditulis 

 
ī  : karīm 

 
ū  : furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

 

 

Fathah ya mati 

 بيُكى

Fathah  wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 

 أأَتى

 أعدّ ت

 نئٍ شكرتى

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

 

a.  bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “l” 

 

 راٌانق

 انقيبش

 

ditulis 

ditulis 

 

Al-Qur’ān 

 

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
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 انسًبء

 انشًص

 

ditulis 

ditulis 

 

as-Samā’ 

 

asy-Syams 

 

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 انفروض ذوى

 

 أهم انسُة

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Żawi al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh.  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 

 

Sebesar keyakinanmu, sebesar itu pula kesuksesanmu. 

 

 إذ الفتى حسب اعتقاده رفع # و كلّ من لم يعتقد لم ينتفع
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruntuk Almamaterku tercinta, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Terimakasih atas segala sumbangan ilmu 

dan pelajaran berharga.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di 

mana setiap anak dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya. 

Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, sehingga sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
1
 

 Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus 

diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, 

harus ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak dan 

kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi.  

 Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai 

status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat. 

Sebaliknya dalam pelaksanaan perlindungan anak, timbul permasalahan mengenai 

status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. 

Status hukum anak di luar perkawinan dalam substansi hukum perlindungan anak 

yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) 

hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam 

                                                           
1
 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 

6. 

 



2 
 

 
 

ketentuannya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
2
 

Hak keperdataan anak di luar perkawinan tersebut menimbulkan pengaruh 

besar dan luas terhadap sang anak. Anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan 

hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk 

mewaris. Kedudukan anak di luar perkawinan tersebut akan menjadi beban bagi 

ibunya dan keluarga ibunya, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban 

dan tanggung jawab. Selain itu, status hukum anak tersebut juga tidak terjangkau 

oleh hukum termasuk dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta 

kelahiran. 

Status anak di luar perkawinan perlu diatur dengan tujuan untuk 

melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar kawin bukanlah 

merupakan kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia 

adalah dalam keadaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan 

serta beban dan tanggung jawab orang tuanya (secara biologis), namun terhadap 

anak tersebut justru harus mendapat perlindungan dengan baik.
3
 Konsep Islam 

menyatakan bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari 

unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya. 

د يولد على الفطرةكل مولو
4

  

                                                           
2
 Pasal 43 ayat (1). 

 
3
D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca 

Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 

hlm 4. 

 
4
 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Kairo: Maktabah an-Naḥḍaḥ al-Ḥadīṡah, t.t.), hadis no. 

1361. 



3 
 

 
 

Konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi 

negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
5
 

Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia 

ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi, 

sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia 

yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hal-hak anak 

tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan. 

Status anak di luar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat 

(KUHPerdata), sistem Hukum Adat, dan sistem Hukum Islam termasuk dalam 

sejumlah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 

dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, anak di luar nikah sebagai 

anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah 

tidak jarang menjadi korban seperti kasus-kasus pembuangan bayi, penelantaran 

anak, dan lain-lainnya. Padahal, anak, siapapun dan apapun statusnya berhak 

untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya.
 6

 

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali 

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. 

Oleh karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, 

termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya 

                                                           
5
 Pasal 28 B ayat (2) amandemen kedua. 

 
6
 Isyana K. Konoras, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Nikah Di 

Indonesia”, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 1/No. 2/April-Juni/2013, hlm. 46. 
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masih dipersengketakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah 

Konstitusi
7
 mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 pada sidang pleno 

tertanggal 17 Februari 2012 sebagai terobosan baru dalam menguji Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan.  

Mahkamah Konstitusi memutuskan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 

1 tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus dibaca, 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya”. 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjawab permohonan uji materiil 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar 

alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad 

Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono 

mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto. Ia mempertanyakan 

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. Akibat kedua pasal tersebut, pemohon merasa hak 

                                                           
7
 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud UUD RI Tahun 1945 yang berwenang menguji Undang-Undang, memutus sengketa 

kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa pemilu, 

memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden/wakil diduga telah melakukan 

pelanggaran atau penghianatan Negara. Lihat Pasal 1 UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan 

atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
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konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status 

hukum bagi anaknya, Muhammad Iqbal, yang menurut dia merupakan hasil 

hubungan pernikahan sirrinya. Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan 

keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait uji materiil 

untuk Pasal 43 ayat (1), namun untuk Pasal 2 ayat (2) dinyatakan tidak 

dikabulkan.
8
 

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berlaku bagi anak hasil 

nikah sirri, namun juga berlaku bagi anak hasil hubungan tanpa perkawinan. Hal 

ini memberikan konsekuensi bahwa setiap laki-laki harus bertanggungjawab atas 

anak yang lahir dari hasil hubungannya dengan seorang perempuan. Semangat 

putusan tersebut adalah untuk memproteksi hak anak. Dengan kata lain, putusan 

ini adalah untuk melindungi hak konstitusional seluruh anak yang dilahirkan.
9
 

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar perkawinan 

tersebut lebih lanjut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan 

akademisi, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat luas. Putusan 

Mahkamah Konstitusi dianggap putusan yang sangat revolusioner. Pihak yang 

mendukung menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

dinyatakan sebagai terobosan hukum yang sangat mulia, karena telah memberikan 

perlindungan hukum kepada anak luar kawin yang selama ini tidak mempunyai 

hubungan yang seimbang dengan anak sah, sedangkan pendapat yang kontra, 

                                                           
8
 Mahkamah Konstitusi, “Keadilan Bagi Anak Di Luar Nikah”, Majalah Konstitusi, Ed. 

No. 61- Februari 2012, hlm. 3. 

 
9
 Mahkamah Konstitusi, “Bukan Legalkan Zina”, Majalah Konstitusi, Ed. No. 61- 

Februari 2012, hlm. 12. 
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menyatakan bahwa putusan tersebut jelas dianggap sebagai suatu norma yang 

akan melegalkan adanya perzinahan yang jelas bertentangan dengan hukum 

Islam.
10

  

Terlepas dari pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang status anak di luar nikah, perlindungan terhadap anak di luar nikah harus 

terus diupayakan. Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan 

tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang 

merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan 

kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-

undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Salah satu lembaga negara yang 

telah mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan 

hak-hak anak tersebut adalah pengadilan. Pengadilan Agama
11

 sebagai salah satu 

lembaga negara di bidang penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara 

Indonesia yang beragama Islam telah memiliki peran untuk itu sejak 

diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989. Hal tersebut tampak dalam kompetensi 

absolut yang dimiliki Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 

berikut penjelasan ayat (2) butir 20, yakni berwenang memberikan penetapan asal 

                                                           
10

 I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 14. 

 
11

 Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama menyebutkan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang 

diatur dalam Undang-undang ini”. Adapun tugas dan wewenangnya disebutkan dalam Pasal 49: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) 

warta; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah. 
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usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut, asal-usul nasab/keturunan 

seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas.  

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang berwenang 

menetapkan asal usul anak yang belum jelas bagi yang beragama Islam baik 

melalui perkara contentius (gugatan) maupun voluntair (permohonan). Maka 

konsekuensi logisnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil 

judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini akan 

dilaksanakan di Pengadilan Agama melalui ijtihad hakim dalam menetapkan 

perkara asal usul anak. Penetapan asal-usul anak memang sudah lama menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama, yakni sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Sehingga penetapan asal usul anak telah dilaksanakan 

jauh sebelum adanya Putusan MK tersebut. Dengan kata lain, Pengadilan Agama 

telah melaksanakan perlindungan terhadap anak luar kawin melalui penetapan asal 

usul anak sebelum adanya Putusan MK. Maka diharapkan dengan adanya Putusan 

MK yang secara tegas menyebutkan adanya hubungan keperdataan anak luar 

kawin dengan ayah biologisnya, perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin 

dapat dilakukan secara lebih signifikan sehingga mereka tidak mendapatkan 

perlakuan yang berbeda dengan anak yang sah. 

Putusan MK tentang status anak luar kawin tersebut pada kenyataannya 

masih menyisakan permasalahan. Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan 

ayah biologisnya tidak disebutkan secara jelas. Selain itu, juga tidak terdapat 

peraturan pelaksanaan terhadap Putusan MK tersebut. Akibatnya, Putusan MK 

tersebut menimbulkan multitafsir di kalangan para penegak hukum yang dalam 



8 
 

 
 

hal ini adalah hakim. Sehingga dalam penetapan asal usul anak luar kawin, 

seringkali putusan MK tersebut terkesan diabaikan karena akibat hukumnya tidak 

jelas. 

Salah satu Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang paling banyak menerima perkara permohonan penetapan asal-usul anak 

yakni Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama Bantul telah menerima 

sepuluh perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar 

perkawinan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak tahun 2009-2015, tepatnya 

pada dua perkara pada tahun 2014 dan delapan perkara pada tahun 2015.
12

 Hal ini 

menjadi menarik untuk diteliti mengenai bagaimana sikap hakim PA Bantul 

dalam memutuskan perkara penetapan asal-usul anak tersebut pasca lahirnya 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, penyusun 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan penetapan asal-usul 

anak yang ada di Pengadilan Agama Bantul. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasikan 

rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sifat kasus permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan 

ke Pengadilan Agama Bantul pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VIII/2010? 

                                                           
12

 Laporan Tahunan Perkara PA Bantul tahun 2009-2015. 
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2. Bagaimana sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam 

memutuskan permohonan penetapan asal-usul anak pasca lahirnya Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? 

3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan asal-usul anak oleh hakim 

Pengadilan Agama Bantul? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah: 

1. Mendeskripsikan sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam 

memutuskan permohonan penetapan asal-usul anak pasca lahirnya Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

2. Mendeskripsikan sifat kasus permohonan penetapan asal usul anak yang 

diajukan ke Pengadilan Agama Bantul 

3. Mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan asal-usul anak oleh hakim 

Pengadilan Agama Bantul. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan tesis ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Islam, juga 

sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang 

mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan terkait dengan 

status anak di luar nikah. 
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D. Telaah Pustaka 

Penyusun telah melakukan telah pustaka terkait pembahasan yang akan 

diangkat. Sebelum melakukan penelitian mengenai penetapan asal usul anak oleh 

hakim Pengadilan Agama Bantul pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 

46/PUU-VIII/2010, ada beberapa karya-karya ilmiah terkait yang telah berhasil 

penyusun temukan. 

Tesis Khafid Abadi dengan judul “Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata 

Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah”.
13

 Dalam tesis ini, fokus kajiannya adalah pada 

pengabsahan anak di luar nikah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

normatif dengan teori Maqāṣid asy-Syarī’ah. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan 

status nasab (pengabsahan anak) di luar nikah telah melanggar salah satu dari lima 

unsur Maqāṣid asy-Syarī’ah yaitu menjaga nasab (hifz an-Nasl). 

Tesis yang disusun oleh Muhammad Arif Zuhri dengan judul “Putusan 

Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan 

Hukumnya”.
14

 Dalam penelitian ini, fokus kajiannya adalah untuk mengetahui 

posisi putusan Mahkamah KonstitusiNo. 46/PUU-VIII/2010 jika dihadapkan 

dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Mahkamah 

                                                           
13

 Khafid Abadi, Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan 

MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2012). 

 
14

 Muhammad Arif Zuhri, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar 

Nikah dan Kekuatan Hukumnya, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). 
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Konstitusi tersebut dilihat dari tinjauan yuridis, telah melanggar asas ultra petitum 

partium, kurang memperhatikan keadilan dan kepentingan umum, serta 

menimbulkan kegoncangan dan kerancuan hukum. Sedangkan dari sisi normatif, 

putusan tersebut telah memasuki ranah syar’i dan mengabaikan Maqāṣid asy-

Syarī’ah. Bila ditinjau dari segi sosiologis, putusan tersebut telah melahirkan 

respons yang cukup kontroversial, hingga muncul pernyataan bahwa putusan 

tersebut melegalkan zina. 

Selanjutnya, tesis yang berjudul “Teori Maslahat At-Tufi dan 

Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)” yang disusun oleh 

Sarifudin.
15

 Penelitian ini mengkaji tentang relevansi teori Maslahat At-Tufi 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status 

Anak di Luar Perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul 

fikih. Hasil penelitian menyatakan bahwa semangat hukum yang progresif-

responsif yang mengedepankan keadilan substantif yang dikembangkan oleh 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan tentang status anak di luar perkawinan 

tersebut sejalan dengan pemikiran At-Tufi yang mengedepankan kemaslahatan. 

Tesis yang disusun oleh Kudrat Abdillah yang berjudul “Status dan Hak 

Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

                                                           
15

 Sarifudin, Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan), Tesis 

tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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46/PUU-VIII/2010)”.
16

 Fokus kajian dari penelitian ini ialah berusaha 

mengungkap proses perkembangan dan perubahan serta penyebab perubahan yang 

terjadi pada status dan hak anak di luar nikah disertai prospek selanjutnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan menggunakan teori 

perubahan sosial. Hasil penelitian menyatakan bahwa anak di luar nikah selama 

ini dianggap sebelah mata oleh hukum yang ada. Hal ini dinilai tidak adil karena 

pada dasarnya seorang anak terlahir suci dan terlepas dari kesalahan orang tuanya. 

Maka untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak bagi mereka, Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun faktor 

perubahan status anak di luar nikah menurut hasil penelitian ini dipengaruhi oleh 

penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu tes DNA (Deoxyribo 

Nucleic Acid), Adanya konflik kebudayaan, semakin bertambahnya gerakan sosial 

dan adanya kerancuan hukum di Indonesia. 

Skripsi yang disusun oleh Septi Emilia dengan judul “Permohonan 

Pengakuan Anak Di luar Nikah: Studi Putusan Hakim No. 408/Pdt.G/ 

2006/PASMN”.
17

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus 

kajian dalam penelitian ini ialah Pengadilan Agama Sleman mengabulkan perkara 

permohonan pengakuan anak di luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 53 yang melegalkan nikah hamil dan perspektif imam madzhab yang 

                                                           
16

 Kudrat Abdillah, Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015). 

 
17

 Septi Emilia, Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah : Studi Putusan Hakim No 

408/PDTG/2006/PASMN, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga, 2007). 
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membolehkan pengakuan anak dengan pertimbangan perlindungan dan 

kesejahteraan anak, kesucian anak dan hak-hak anak serta kaidah fikih (al-ḥukmu 

yatba’u al-maṣlaḥah ar-rajiḥah).  

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan 

Pengesahan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 (studi Putusan Perkara No. 0008/PdtP/2013/PAYK)” yang 

disusun oleh Didik Mashadi.
18

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta 

menolak permohonan pengesahan anak di luar nikah untuk mendapatkan akta 

kelahiran atas nama ayah biologisnya. Namun, disamping menolak permohonan 

tersebut, PA Yogyakarta juga mewajibkan kepada ayah biologis untuk 

memberikan nafkah bagi anak dengan berlandaskan kepada putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

Ada perbedaan antara telaah pustaka tersebut di atas dengan penelitian 

yang dilakukan penyusun. Tesis yang ditulis oleh Khafid Abadi, Muhammad Arif 

Zuhri, Sarifudin, dan Kudrat Abdillah merupakan penelitian kepustakaan yang 

bertujuan membahas konsep yang ada pada putusan Mahakamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 dengan berbagai pendekatan dan teori yang berbeda. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian 

lapangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi 

                                                           
18

 Didik Mashadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak Di 

Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (studi Putusan Perkara 

No. 0008/PdtP/2013/PAYK), Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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No. 46/PUU-VIII/2010 mempengaruhi sikap hukum hakim dalam  memutuskan 

penetapan asal-usul anak. 

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Septi Emilia dengan 

penelitian yang dilakukan penyusun adalah putusan Pengadilan Agama Sleman 

tentang permohonan pengakuan anak di luar nikah yang diteliti oleh Septi 

dikeluarkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut 

terlepas sama sekali dari pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun tertuju pada penetapan hakim 

tentang asal-usul anak pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 yang bertujuan untuk mengetahui sikap hukum hakim PA Bantul dalam 

memutuskan penetapan asal-usul anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut ditetapkan sehingga dapat diketahui adakah pengaruh dari putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penetapan asal-usul anak oleh hakim 

Pengadilan Agama Bantul. 

Penelitian yang dilakukan Didik Mashadi merupakan penelitian yang 

dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

Penelitian yang dilakukan Didik ini fokus pada putusan PA Yogyakarta No. 

0008/PdtP/2013/PAYK. Putusan ini menyatakan menolak permohonan 

pengabsahan anak di luar nikah. Kajian penelitian diarahkan kepada alasan hakim 

PA Yogyakarta menolak permohonan tersebut. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan penyusun lebih mengarah kepada permohonan penetapan asal-usul anak 

di Pengadilan Agama Bantul guna mengetahui sikap hukum hakim dalam 
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memutuskan perkara permohonan tersebut pasca lahirnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. 

E. Kerangka Teoritik 

Kajian mengenai status anak di luar nikah termasuk dalam kajian yang 

terbilang kontemporer. Status anak di luar nikah yang awalnya hanya dapat 

memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, akhirnya 

diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi juga memiliki hubungan keperdataan 

dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010 

tersebut telah mengujimateri isi pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,  

Meskipun Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut telah mengalami 

judicial review, namun tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan 

pelaksanaannya. Sehingga hakim sebagai penegak hukum harus mampu 

memberikan solusi terhadap keterbatasan hukum tersebut. Maka dapat dinyatakan 

bahwa dalam masalah status anak di luar nikah ini, hakim lah yang berwenang 

memutuskan perkara demi melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan melalui penetapan asal usul anak. Sehingga dalam kasus ini, 

penyusun menyimpulkan bahwa hakim merupakan tonggak dari terpenuhinya 

hak-hak anak di luar nikah.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusun meminjam teori yang digagas 

oleh Roscoe Pound yakni law is a tool of social engineering bahwa hukum 

merupakan alat rekayasa sosial. Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya 

menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. 

Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh 
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hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Hukum dibentuk oleh 

hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon 

keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim 

kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa 

yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan 

putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya 

tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta 

berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk paham akan 

hukum.
19

 

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (law) 

diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (engineering) 

masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur power penguasa untuk menekan 

kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang paham hukum mendidik 

masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak 

untuk berperilaku yang awalnya diluar hukum menjadi manusia yang sadar 

hukum di tengah masyarakat. Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat 

putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-

kenyataan sosial. Dengan demikian, putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa 

keadilan masyarakat.
20

 

                                                           
19

 Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Cet. II (Jakarta: 

Kencana, 2013), hlm. 247. 

 
20

 Sulistyowati Irianto et. al., Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 176. 
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Hal ini juga senada dengan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto 

Rahardjo. Paradigma hukum progresif menyatakan bahwa hukum untuk manusia. 

Keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam 

berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. 

Hukum berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya.
21

   

Berdasarkan gagasan progresif, hakim dalam menentukan isi undang-

undang tentu saja secara aktif akan melibatkan empati, nilai-nilai, keberanian dan 

lain-lain. Oleh karenanya kendatipun berhukum dimulai dari teks, tetapi 

selanjutnya pekerjaan berhukum diambil alih oleh manusia. Lebih lanjut Satjipto 

Rahardjo mengatakan bahwa berhukum progresif adalah menguji batas 

kemampuan hukum dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.
22

 Dengan 

berhukum secara progresif, keadilan yang diciptakan bukan keadilan menurut teks 

tetapi keadilan yang sesungguhnya (keadilan substantif) yang dilahirkan sekali 

lagi dari tingkat kecerdasan dan kearifan berpikir seorang hakim.  

Dalam praktek berhukum di Indonesia, hakim memiliki wewenang yang 

kuat dalam memutus suatu perkara agar terbebas dari intervensi siapapun. Hal 

tersebut dijamin dengan adanya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang dinyatakan pada Pasal 1 bahwa:  

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia”.  

                                                           
21

 Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 

hlm. 23. 

 
22

 Zudan Arif Fakrullah, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 4. 
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Hal ini berarti hakim mempunyai jaminan undang-undang untuk dengan 

sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan pihak manapun di dalam memeriksa dan 

memutus suatu perkara. Akan tetapi, di samping kebebasan tersebut, dalam 

menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara undang-undang juga menuntut 

hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang 

dalam masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

Dengan demikian hakim dalam hal memutus suatu perkara dituntut untuk 

menggunakan nalarnya. Sehingga selain mencari hukum yang tertulis dalam bunyi 

undang-undang, juga menelaah faktor-faktor yang lain yang memiliki keterkaitan 

dengan peristiwa hukum yang dihadapi. Hakim sebagai organ utama dalam suatu 

pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, 

memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, 

sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum 

dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang 

jelas.
23

 

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan 

berdasarkan 3 (tiga) asas yakni asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas 

kemanfaatan. Penekanan pada asas kepastian hukum lebih cenderung untuk 

mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada demi 

                                                           
23

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6. 
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terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun penekanan pada 

asas keadilan berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam 

masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. 

Sedangkan penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi 

ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia.
24

 

F. Metode Penelitian 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode 

yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan tesis ini. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah 

penelitian lapangan (field research).
25

 Dalam penelitian ini, data maupun 

informasinya diperoleh langsung dari hakim dan arsip Pengadilan Agama Bantul. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.
26

 Penelitian ini bertujuan 

menggambarkan sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam 

                                                           
24

 Ahmad Rifai, “Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim”, Varia Peradilan, Majalah 

Hukum Tahun XXX No. 351 Februari 2015, hlm. 73. 

 
25

 Field Research (penelitian lapangan) adalah penelitian yang  dilakukan langsung di 

lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga 

pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik 

mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Lihat Restu Kartiko Widi, Asas 

Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52. 

 
26

 Deskriptif analitis ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

lengkap karakterisktik atau ciri-ciri dari suatu keadaan yang sedang berkembang atau berlangsung 

sebagai pengaruh dalam menghasilkan produk hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan 

tempat. Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 96. 
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memutuskan perkara permohonan penetapan asal usul anak pasca lahirnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan 

sosiologi hukum.
27

 Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian 

langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.
28

 

Dalam hal ini, penyusun ingin meneliti sikap hukum hakim dalam memutuskan 

perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul 

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui adakah pengaruh dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut terhadap penetapan asal usul anak oleh hakim Pengadilan 

Agama Bantul. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan antara lain: 

a. Data primer.
29

 Data ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu hakim 

Pengadilan Agama Bantul. 

b. Data sekunder.
30

 Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip PA Bantul, 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010, keterangan dari 

                                                           
27

 Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang bertujuan mengetahui timbal 

balik antara sistem sosial (masyarakat) dengan sistem hukum (perundang-undangan) sebagai 

sebuah sub sistem dan segala faktor sosial yang melatarbelakanginya. Lihat Zainuddin Ali, 

Sosiologi Hukum, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5. 

 
28

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 53. 

 
29

 Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti 

dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan M. Suparmoko, Metode 

Penelitian Praktis, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67. 

 



21 
 

 
 

petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, artikel 

dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan status anak di luar 

nikah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara: 

a. Wawancara 

Penyusun melakukan wawancara mendalam (in-depth interview).
31

 

Narasumbernya adalah 5 (lima) hakim Pengadilan Agama Bantul. 

b. Dokumentasi 

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal 

yang diteliti,
32

 penelusuran dokumen atau arsip PA Bantul, penelusuran peraturan 

perundang-undangan terkait termasuk putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang 

berhubungan dengan status anak di luar nikah serta penelusuran situs-situs di 

internet untuk mencari data-data yang terkait dengan status anak di luar nikah. 

 

 

                                                                                                                                                               
30

 Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah 

dipublikasikan. Lihat Ibid. 

 
31

 Wawancara mendalam (in-depth interview) ialah usaha memperoleh informasi dengan 

cara menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali 

keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada 

responden. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114. 

 
32

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61. 
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6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode 

analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa untuk 

menganalisa data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama 

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan 

umum yang disebut analisis.
33

 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penyusun akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, 

metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Penyusun akan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Bantul yang 

menjadi sumber data penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-

dokumen/arsip Pengadilan Agama Bantul termasuk penetapan-penetapan asal usul 

anak yang menjadi sumber data penelitian. 

b. Reduksi Data 

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Dalam proses ini, penyusun akan memilah data yang 

diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu penetapan 

asal-usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul. 

 

 

                                                           
33

 Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku 

Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19. 
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c. Penyajian Data 

Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan/menyajikan data. Data yang diperoleh dari lapangan yang telah 

direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan penyusun pada tahap 

selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Hal ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap analisis data. 

Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data, penyusun mulai 

mencari arti dari data yang diperoleh dari hakim dan beberapa penetapan asal usul 

anak di Pengadilan Agama Bantul, kemudian mencatat beberapa kesimpulan 

sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi kesimpulan final. 

7. Model Analisis 

Adapun model analisis yang akan digunakan oleh penyusun yakni model 

analisis induktif.
34

 Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh penyusun 

berangkat dari penetapan asal usul anak yang ada di Pengadilan Agama Bantul 

pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 agar 

diketahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyikapi 

penetapan asal usul anak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

                                                           
34

 Analisis induktif yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus 

dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. 

Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 47.  
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Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang 

paling umum karena menjadi dasar penyusunan tesis ini. Pertama, pendahuluan 

diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah 

dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti permasalahan dari 

penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki 

alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa 

masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik, 

menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk 

menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari 

teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. 

Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi 

data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah. 

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada hak anak dan nasab dalam fikih 

dan perundang-undangan di Indonesia, mencakup hak anak dan perlindungannya, 

nasab anak dan hubungan perdata, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 

Pengadilan Agama dan kompetensinya terkait penetapan asal usul anak, serta 

pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

kaitannya dengan status anak di luar nikah. 

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai praktek penetapan asal usul anak 

dan pertimbangan hukumnya di Pengadilan Agama Bantul, mencakup sekilas 

tentang Pengadilan Agama Bantul dan data perkaranya, dilanjutkan tentang 

perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul, serta 
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dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara 

tersebut. 

Bab keempat adalah bab inti yang berisi analisis mengenai asal usul anak 

dan status hukumnya dalam penetapan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Analisis pertama 

mengenai analisa terhadap sifat kasus-kasus penetapan asal-usul anak di 

Pengadilan Agama Bantul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010., analisis selanjutnya terkait sikap hukum hakim Pengadilan Agama 

Bantul dalam memutuskan perkara permohonan penetapan asal usul anak pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun analisis terakhir 

mengenai akibat hukum dari penetapan asal-usul anak oleh hakim Pengadilan 

Agama Bantul. 

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan tesis ini 

dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Agung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah 

penyusun lakukan terkait dengan penetapan hakim Pengadilan Agama Bantul 

tentang asal usul anak  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, dapat diketahui bahwa penetapan asal-usul anak memang telah lama 

menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu wewenang yang terkandung dalam 

penetapan asal-usul anak ini adalah pengakuan terhadap anak luar kawin terutama 

oleh ayah biologisnya.  

Setelah adanya Putusan MK tentang status anak luar kawin, diprediksi 

akan mengakibatkan peningkatan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. 

Maka hal tersebut dapat dideteksi dengan melihat kasus-kasus penetapan asal-usul 

anak sesudah dan sebelum adanya putusan MK. Secara umum, sifat-sifat kasus 

penetapan sifat-sifat kasus penetapan asal-usul anak sesudah dan sebelum adanya 

putusan MK sama apabila dilihat dari beberapa aspek meliputi bentuk perkara, 

status kelahiran anak, alat bukti yang diajukan, subjek pemohon dan isi 

petitumnya. Hal ini terlihat dari hasil perbandingan antara kasus-kasus 

permohonan penetapan asal-usul anak di beberapa pengadilan agama sebelum 

adanya putusan MK dengan kasus-kasus permohonan penetapan asal-usul anak di 
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Pengadilan Agama Bantul pasca lahirnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

tersebut. Hal ini menandakan bahwa setelah adanya putusan MK, tidak banyak 

upaya hukum yang dilakukan masyarakat akibat adanya putusan MK tersebut. 

Sehingga putusan MK tersebut kurang memenuhi asas kemanfaatan disebabkan 

muatan hukumnya yang kurang signifikan dalam melindungi hak-hak keperdataan 

anak baik dari segi pelaksanaannya maupun kejelasan hak-hak keperdataan yang 

dimaksud di dalamnya.  

Putusan MK tidak banyak berpengaruh bagi penetapan asal-usul anak di 

Pengadilan Agama Bantul. Hal ini dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan 

MK kurang sesuai dengan logika hakim PA Bantul. Hakim MK dalam 

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa seluruh anak berhak atas seluruh hak 

keperdataan tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya. Sedangkan hakim 

PA Bantul berpendapat bahwa anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak 

zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan secara penuh. Anak tersebut hanya 

bisa mendapatkan nafkah dan pembiayaan dari ayahnya, bukan berupa hak nasab, 

waris maupun wali. Selain itu, anak yang lahir dalam perkawinan sirri juga tidak 

berhak mendapatkan hak keperdataan penuh dikarenakan ia lahir dalam 

perkawinan yang tidak sah menurut UU Perkawinan dengan tanpa melalui 

prosedur pencatatan perkawinan. Maka dalam hal ini, terlihat bahwa putusan MK 

secara tidak langsung mengabaikan aturan fikih yang telah ada terkait hak anak 

zina dan ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan dengan 

memberikan hak keperdataan secara penuh terhadap anak-anak tersebut. Oleh 

karena itu, hakim PA Bantul enggan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada 
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putusan MK. Putusan MK hanya dijadikan penguat terhadap kebolehan 

menghubungkan anak di luar kawin dengan ayah biologisnya, namun bukan untuk 

memberikan hak keperdataan penuh terhadap anak tersebut.  

Dengan ditetapkannya asal-usul anak oleh Hakim Pengadilan Agama 

Bantul, timbul akibat hukum atas penetapan tersebut. Akibat hukum adanya 

penetapan asal-usul anak adalah sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi 

anak luar kawin dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Ketentuan  

akta kelahiran bagi anak luar kawin sebenarnya hanya tercantum nama ibunya. 

Namun dengan adanya pengesahan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya yang 

telah terikat perkawinan yang sah dengan meminta penetapan asal-usul anak ke 

Pengadilan Agama, maka anak yang bersangkutan mendapatkan akta kelahiran 

atas nama keduanya. Akibat hukum dengan dikeluarkannya akta kelahiran ini 

merupakan perwujudan hak anak sebagai warga negara. 

Adapun akibat hukum dari penetapan asal-usul anak yang hubungannya 

dengan hak keperdataan anak dengan orang tuanya tidak disebutkan jelas dalam 

penetapan asal-usul anak. Hakim hanya mengemukakan bahwa anak biologis 

berhak mendapatkan hak alimentasi meliputi nafkah, biaya pemeliharaan, biaya 

pendidikan dan kesehatan. Namun hal tersebut tidak disebutkan dalam penetapan. 

Sehingga tidak ada jaminan hukum terkait hak keperdataan anak luar kawin 

dengan orang tuanya. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai penetapan hakim Pengadilan 

Agama Bantul tentang asal usul anak  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
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Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka penyusun dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pengadilan Agama Bantul agar tetap terus memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi masyarakat terutama bagi anak. Diharapkan perlindungan bagi 

anak menjadi pertimbangan utama dalam pemeriksaan semua jenis perkara. 

2. Untuk menjamin hak-hak anak di luar perkawinan secara lebih signifikan, 

penyusun berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara 

tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk 

berinisiatif memberikan peraturan pelaksanaan terhadap perlindungan anak 

luar perkawinan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana 

mestinya sehingga kehidupan mereka terjamin dan untuk meminimalisir 

adanya stigma negatif bagi anak luar kawin di mata masyarakat. 

3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan cakupan 

yang lebih luas dan analisis yang lebih mendalam untuk memberikan 

masukan-masukan yang positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia 

melalui tulisan karya-karya ilmiah. 
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